WALIKOTA SUNGAI PENUH

' KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/Kep. 457 /2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INFORMASI PUBLIK KOTA SUNGAI PENUH

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang :a. bahwa untuk kelancaraan pelayanan Informasi Publik Kota
. ) Sungai Penuh maka perlu menetapkan Keputusan Walikota
Sungai Penuh tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

Kota Sungai Penuh;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, periu
menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang
Standar Operasional Prosedur Informas1 Publik Kota Sungai

Penuh.

Mengingat :1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4871};

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambshan Lembaran Negara Republik

' Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indones1a
Nomor 5071});

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
dPemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indeonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang
Nomor 9 Tahun 2015 teantang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
‘Republik indonesia nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukeen Informasi Publik {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur: 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149),



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

8.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

9.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
;  Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

' Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Infomatika dan Statistik

Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR INFORMASI PUBLIK KOTA SUNGAI
PENUH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi

' Publik Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Kota

‘Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
meliputi :

1. pemutahiran dan penetapan daftar informasi publik kota
' sungai penuh;
2. standar operasional prosedur pelayanan permohonan

informasi publik;
3. standar operasional prosedur uji konsekuensi informasi
publik;
4. standar operasional prosedur penanganan keberatan mformas1
publik;
5. standar operasional prosedur fasilitasi sengketa informasi
publik. _
KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal | JuLy 2019

Tembusan :

1. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.

2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penu%l
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh



- LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/ Kep. 42 /2019
TANGGAL 1 - 7- 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMUTAHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOTA SUNGAI PENUH

Nomor SQP /SOP/PPID-SPN/20 19
_ Tanggal Pengajuan 2019
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tanggal Revisi 2019
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI Tanggal Efektif 2019
DAN DOKUMENTASI {PPID) 1 Disahkan oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH
» PEMUTAHIRAN DAN
PENETAPAN DAFTAR
NAMA SOP | 1NFORMASI PUBLIK
KOTA SUNGAI PENUH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Minimal Setingkat SLTA
Keterbukaan Informasi Publik 2. Menguasai Program Office For Windows
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 3. Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang
Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang | 4. Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang
Kearsipan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

S. Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman pengelola Pejabat Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

6. Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- SOP DIP Pemerintah Kota Sungai Penuh

oUAWNE

Komputer, Printer

ATK . - '
Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar
Kartu Penerus Disposisi

Formulir Koordinasi dan Konsultasi PPID
Buku Register Permohonan Infozmasz
Publik

7. Filling Kabinet

8. Rak Arsip dan Dokumen

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

-, Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang
telah disahkan yang dapat dipublikasi

- Pembuatan Laporan Harus dilakukan’
Setiap Akhir Bulan

- Pendistribusian Surat Harus Segera
dilakukan.

1. Pencatatan di Buku Expedisi Masuk'

2. Pencatatan di Kartu Kendali

3. Penyimpanan dalam Box Arsip Laporan
Bulanan
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 488/ Kep. 452'/2019 '
TANGGAL | -7- 2019 -

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
" DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor SOP- /SOP/PPID-SPN/2019

Tanggal Pengajuan 2019

Tanggal Revisi 2019

Tanggal Efektif

Disahkan oleh WALIKOTA SUNGAI

PENUH

PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

: 2010 tentang Standar Layanan Informasi

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Minimal Setingkat SLTA

Menguasai Program Office For Windows
Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah -

.

o bk Wb

6. Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- SOP pelayanan permohonan informasi publik | 1. Komputer, Printer
- SOP prosedur uji konsekuensi informasi 2. ATK
publik ) 3. Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar
- SOP penanganan keberatan informasi publik 4. Kartu Penerus Disposisi
- SOP fasilitasi sengketa informasi publik 5. Formulir Kooordinasi dan Konsultasi PPID
6. Buku Register Permohonan Informasi Publik
7. Filling Kabinet ,
8. Rak Arsip dan Dokumen
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Pembuatan Laporan Harus dilakukan ; gﬁﬁi:zgnn $ BKuku %ﬁgﬁl Masuk
Setiap. Akhir Bulan 3‘ Penvi - .
. ey . Penyimpanan dalam Box Arsip Laporan
- Pendistribusian Surat Harus Segera Bulanan
dilakukan.

2019 |
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LAMPIRAN III

: KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/ Kep.£52 /2019
TANGGAL [Ju1y 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
; UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP /SOP/PPID-SPN/2019
Tanggal Pengajuan 2019
%l PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tanggal Revisi 2019
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI | Tanggal Efektif 2019
DAN DOKUMENTASI (PPID) Disahkan oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH
UJI KONSEKUENSI
NAMASOP | INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM _ KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Minimal Setingkat SLTA
Keterbukaan Informasi Publik . 2. Menguasai Program Office For Windows
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 3. Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang
Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 4, Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |.5. Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman

|- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik

Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negen dan Pemerintah
Daerah

Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

KETEREKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP pelayanan permohonan informasi publik
SOP prosedur uji konsekuensi informasi publik
SOP penanganan keberatan informasi publik
SOP fasilitasi sengketa informasi publik

Komputer/Printer
ATK .
Surat Permohonan Informasz Publik .
Formulir Permohonan Keberatan Atas Jawaban
Informasi Publik
Tanda terima Permohonan Keberatan Atas
Jawaban Informasi Publik
Tanda Terima Surat Jawaban Permohonen
Keberatan Informasi Publik
Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar
Kartu Penerus Disposisi
Box Arsip

. Filling Kabinet

. Buku Register Permohonan Informasi Publik/
Keberatan Jawaban Informasi Publik

=20 EeN 0 O RpONE

= QO

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Pembuatan Laporan Harus dilakukan Setiap Akhir
Bulan
- Pendistribusian Surat Harus Segera dilakukan.

1. Pencatatan di Buku Expedisi Masuk
2. Pencatatan Di Kartu Kendali

3. Penyimpanan dalam Box Arsip

4. Laporan Bulanan
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LAMPIRAN IV

: KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/ Kep. 452 /2019
TANGGAL 9wy 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP /SOP/PPID-SPN/2010
: Tanggal Pengajuan 2019
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH | Tangeal Roviet 5019
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI | Tanggal Bfcktil 5019

DAN DOKUMENTASI (PPID) Disahkan oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH

| PENANGANAN KEBERATAN

NAMA SOP INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKOM KUALIFIKAST PELAKSANA

- UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

'1- PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik

- UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

- Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

- Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun
2010 Tanteng Standar Layanan Informasi Publik

- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011

1. Minimal Setingkat SLTA -

2. Menguasai Program Office For Windows

3. Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang *
Keterbukaan Informasi Publik

4. Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

5. Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah

6. Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Kearsipan
di Pengadilan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun
2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa |
Informasi Publik
KETERKAITAN ; PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 1. Komputer/Printer
- SOP Sengketa Informasi Publik 2. ATK
- SOP Penyusunan DIP Peme:nntah Kota Sungai 3." Surat Permohonan Informasi Publik
Penuh 4. KTP/Kelengkapan Persyaratan
Lainnya/Domisili/Rekomendasi/ Foto copy Akta
Pendirian Lembaga /Instansi dli
5. Formulir Permohonan Keberatan Atas Jawaban
Informasi Publik
6. Tanda terima Permohonan Keberatan Atas *
Jawaban Informasi Publik
7. Tanda Terima Surat Jawaban Permohonan
Keberatan Informasi Publik
8. Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar
9. Kartu Penerus Disposisi
10. Box Arsip

11. Filling Kabinet

12. Buku Register Permohonan Informasi Publik/
Keberatan Jawaban Informasi Publik

13. Daftar Informasi Publik

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Pembuatan Laporan Harus dilakukan Setiap Akhir {'l. Pencatatan di Buku Expedisi Masuk
Bulan 2. Pencatatan Di Kartu Kendali

- Pendistribusian Surat Harus Segera dilakukan.

*

3. Penyimpanan dalam Box Arsip
4. Laporan Bulanan




Qidd ;
uesely oy ueyedureAusw : l§ {seulou}
wnjeqes {(and dexBusj isyp yeje} N ueuoyoused qemsfuows ymun  nuequied  (idd
injelew) nuequisd  Qldd eliey|Buek  |seuuojuy  ueuelejed UBp Qldd ueNuelUHeWSW uBp [sBuloj uoyowed
uep Qida uebuep _umc_v_ooxrtmz eped pey |juejeieqey usnfeBued sexieg eied uep ueleieqey ueenfeBued Jjnuiioy esylewep] ¢
- , ) : , ‘Gldd vesele |
epedoy uejeseqey uenfefued ueyedweAustu
‘ugjeieqey ° uep |Seunoju ueuriejed uejeloqey
uenfeBusd Jnuio4 uenfeBusd  unuuoy  sensiBes  uemBle (2
Adooyog uep Adoopiey % P “diM A uenjueley
ynjueq wejep ol-p  yeey . §A lenses cssan :mmv_ammm_mzm BunsBugy :E&:mm
Bued jseuuoj ueuedeed efiey) uejeleqey ‘uejslogey ueynfefuew Bued seunojul B
|uejesoqey uenfeBued seyeq| uey eped pey |  uenfeBusd JejsiBei njng -4 N uoyowed pep uejeieqey uenfeBusd jejecusiy (i ¢
Qidd X} Jowou 8 (i)
uip seljuep| xe uebuep tepesip dexbusl 1sip Yere)
BueX iseuuojuy :m:n:o::mm Jnwio) ey unnBuew (g
a)sqem ip greue) Busk
“ueuoyounsd Qidd ffewo jeweie ey Wipp uejpnuiey (MIN)
sosoid  InBlew  edug) LIP $BHjuSp) UBss uexBlaAUsW uep ynpunip yeie)
uejeleqey uenfebusd pyng 'z Buek mnuuoy (siBusw ueBuep elisgem [nRe (2
‘uejeseqey ueynfebuow T )
Busk uoyowed up seyusp; Adogolo) idexBusieus uebusp iand
. uep (HIN) b SSIRuaD) Leos |sewsoju;  uejeisqey  uenfebued :mco__%_E&
) nejs ACo20j04 Uebusp . . {wnuuoj eBuew uep Bunsbue Bueep (1f .
efequie] ueipuad dexBusj ‘ynpunip yedep _ 4_
EPIV/AIN) WP SEliiuep) uep sjisqem Ip uexjdweyp
ueas/Adodojoj dwegp glioy nee gidd ueuefejed . : InjBlaw diy NN 6 fesed euswysBages Gifem jseusiou)

s uep deyBue; syp yele} buek] ey eped efeul ip ejpasie} Buek uB WNWNP Xepy nejetep uexymngip BueA 1sewsouy
sand  jsewuojul  ueuelejed| uey 4 Wignd [seuLoju) UBleIaqey ueuoyoued wAuiueAels) yepi sele  usjeieqgey]
|uejeleqey uenfebuad anuuoy . uguoyouned Jinwiod *y uenfeByed  ueyedweluew  |SBULOU| ,=oaoEom 1

‘ njuequad
seneiioy sutnIozu]
mdino nyyem uedeyBuocjoy dldd uese)y daidd
NVONVNALIH nepe qrag | CUPed | wodowed NVLVIOEH on
DNNENANAL VNVSHVTAd

HITENd ISVIRIOJNI NVILVIIETHE NVNVONVNEd 3naasodd TVNOISVIHEJO AVANVIS —

P




essjeg

‘usjjfenoeMip
Bued {SBULIOUE
wnyun iand ueBupueden
ifn uep 1suenesuoy IiN
uebuep elouq inyeIsNp
uep Jeyp esiq elusy
neje/uep ueunwnip
gifem uep eyngie} Bueh
yiand isewiofu] U
sjinyS} ueBuequiiyod
usyjeylip neje uexpedlq ‘2

‘siand ueBugusadey

In uep jsusnyesuoy iin

seje uedejeued Bpe yepns

uexysedip uexendeyip
Bueh yyand 1sewioju] ¢

‘gicl uetunyop eped jensas
vees denes eipesie} qifem
uep Bynqie}  IsexUisepy
ynsew usysedp INyeIep
uep jeymp ysioq ehuey
puef wygnd |sewuout 2

‘daiq uswnijop eped
Bnses  umyjwnwnp  qifem
uep eqnqee}  ISeNyisep
ynsew uexpsedip  Adoolp

‘uebuequiiod
Wil Inejew di NN uemuejey uebusp fenses
uejeleqey Bunsbue] Buek nfefusd ideBbueusyy (¢
, -eAuwinjages
(idd  ueqeme{ lenses Bumjnpued  ming
uebuep qiid Ineiew Qidd uegems| uexpenBuey (Z

‘inyejebusu uep
jeyjjew ysjeq nejejusp Adoapy uesip yedep Buek
nieq iseunojur ueuequis uebusp Qild infeeul
Qldd ueqemel preqisdwow naje |syoioNbus (1

uejeleqey uenfebusd hovjjulesip ueBuep uBsLRAID ‘uejeseqey nfeBued uebuep renses eAuule) neje fewe
sele uedeBbue) "} | Wey eped uey gifued  ignd  isewlo) ) qeins injejeul xeq ‘siinue) uedeBBue; ueseduelusty
Miagnd uebupuedey -usjeleqey nfeued epedey
ffn uep suenyesuoy Iin uedebbue) ueedwelusu Qidy injeisiow alld (S
ueBuap ueyenoaxp  Buek
ang  (seuloul  JBUEQ Y ‘arid infejew Qidd ugaemel (v
sfinue}
ugbuequided
- . uebusp ‘g » preqedweus uebusp idebBueusyy (¢
uBlelegey ideyBusjip uep uBjNWINP Qid inlelew Qidd
nfebued epedey uexdelfuetu yeiel Buek daiq ¢ ueqemef seje ueenBusw uebuep ideBfueuen (z
HMun ad ngelew deyBusy ) :
nvequied Qidd uep Qidd jsip yere} Bued iseunoul f :
epedey ‘ueyedwesip QAidd elioy|ueuedejod ugjeieyey )
ueseyy  sinyue; uedebbuel| wey eped uey gjuenfebusd sexeg 'y : uejesaqey uenfebuad yenwen (L




LAMPIRANV '

. KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/ Kep. 452 /2019
TANGGAL | 44 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP /SOP,/PPID-SPN/2019

' Tanggal Pengajuan ' 2019

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH | Tanggal Revisi 2019
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI | Tanggal Efektif ‘ 2019

DAN DOKUMENTASI (PPID) Disahkan oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH
, NAMA SOP FASILITASI SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKAS]I PELAKSANA

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik - ' '

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik

1. Minimal Setingkat SLTA

2. Menguasai Program Office For Windows

3. Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang

. Keterbukaan Informasi Publik

4. Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang.
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

5. Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan

" Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah

6. Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

KETEREKAITAN.

PERALATAN/PERLENGEAPAN

- SOP pelayanan permohonan informasi publik

- SOP prosedur uji konsekuensi informasi publik
- SOP penanganan keberatan informasi publik -

- SOP fasilitasi sengketa informasi publik

Komputer/Printer

ATK ’

Surat Permohonan Informasi Publik
Formulir Permohonan Keberatan Atas
Jawaban Informasi Publik

Tanda terima Permohonan Keberatan Atas
Jawaban Informasi Publik

Tanda Terima Surat Jawaban Permohonan
Keberatan Informasi Publik '
Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar
Kartu Penerus Disposisi

Box Arsip

. Filling Kabinet :

. Buku Register Permohonan Informasi
Publik/ Keberatan Jawaban Informasi
Publik

12. Daftar Informasi Publik

o e

nowXN o

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Pembuatan Laporan Harus dilakukan Setiap
~ Akhir Bulan
- Pendistribusian Surat Harus Segera
dilakukan

1. Pencatatan di Buku Expedisi Masuk
2. Pencatatan Di Kartu Kendali

3. Penyimpanan dalam Box Arsip

4. Laporan Bulanan
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